SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembangunan Inovasi untuk
memudahkan Pelayanan kepada Pemilih di Daerah
perlu dibentuk Tim Inovasi Pelayanan Publik Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Melawi tentang Tim Inovasi Pelayanan Publik di
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6832);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Nomor 5357);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang
Pedoman Umum Penanganan Pengaduan
Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
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10.

11.

12.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826)
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
317/ORT.07- Kpt/01/KPU/V /2021 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
672);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 127
Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MELAWI TENTANG TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
KESATU : Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Melawi dengan susunan
dan Personalia sebagaimaan tercantum dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA : Tugas masing —masing Tim sebagaiaman dimaksud
dalam Diktum KESATU adalah :
1. Menginisasi dan menggerakan Pelaksanaan
Inovasi Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Melawi;
2. Mensosialisasikan Pelaksanaan Inovasi Pelayanan
Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Melawi;
3. Memfasilitasi Implementasi Inovasi Pelayanan
Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Melawi;
4. Mengelola Sistem Informasi dalam Rangka
Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Melawi;
5. Memfasilitasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik,
baik tingkat Regional maupun Nasional.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya IRFAN AFFANDI
A‘_« .
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SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN
PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MELAWI

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
Ketua KPU Kabupaten
1. | Irfan Affandi Pengarah
Melawi
Anggota KPU Kabupaten
2. | Abul Kasim Pengarah
Melawi
Anggota KPU Kabupaten
3. | Airin Fitriansyah Pengarah
Melawi
Anggota KPU Kabupaten
4. | Faisal Pengarah
Melawi
Anggota KPU Kabupaten
S. | Kaleb Elevensi Pengarah
Melawi
Nobertus Bujang Penanggung
6. Sekretaris
Gurung Jawab
Kepala Subbagian
7. | Ardi Cahyadi Ketua
Hukum & SDM
Kepala Subbagian Teknis
8. | Radik Febrian Penyelenggaraan Pemilu, Wakil Ketua
Partisipasi dan Humas
Kepala Subbagian
9. | SE Sujarwo Perencanaan, Sekretaris
Data dan Informasi
Kepala Subbagian
10.| Pajar Kusuma Keuangan, Umum, dan Anggota
Logistik
Penyusun Materi Hukum
11.| Kurniati Dwi Jayanti Anggota
dan Perundang-undangan
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NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
Penelaah Teknis
12.| Triana Puspita Sari Anggota
Kebijakan
Penelaah Teknis
13.| Medissa Hafezati S Anggota
Kebijakan
Penata Kelola Pemilu Ahli
14.| Thomas Edward Edison Anggota
Pertama
Penata Kelola Pemilu Ahli
15.| Nurin Purnama Anggota
Pertama
Penelaah Teknis
16.| Rizky Alfiqqa Anggota
Kebijakan
Penelaah Teknis
17.| Yeshica Rachelia R Anggota
Kebijakan
Penata Kelola Sistem dan
18.| Anggi Widianto Anggota

Teknologi Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

IRFAN AFFANDI
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